
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerab, perlu

menetapkan Perubaban Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tabun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil;

ketentuanmelaksanakanuntukb. babwa

BUPATITAPIN,
a. babwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Hasil

Monitoring dan Evaluasi Program Pencegaban

Korupsi Bidang Kepegawaian oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di
Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tabun 2020 tentang Pemberian
Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tabun
2021 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tabun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui
perubaban;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATITAPIN
NOMOR02 TAHUN2020

TENTANG
PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN

PEGAWAINEGERISIPIL

TENTANG

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR 37 TAHUN2021

BUPATITAPIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

"



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan PegawaiNegeriSipil;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur SipilNegara (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2017
Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
ManajemenPegawaiNegeriSipil (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6041);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6322);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian KinerjaPegawai
NegeriSipil (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6340);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6718);

12.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(LembaranDaerah Kabupaten Tapin Tahun 2008
Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09Tahun 2015 tentang Perubahan
KeempatAtas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2015 Nomor09);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019

ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008

ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pe1aksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
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Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKETIGA

ATASPERATURANBUPATITAPINNOMOR02 TAHUN

2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILANPEGAWAINEGERI SIPIL.

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2020 Nomor 02), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati

Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Nomor 48);
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Pasal 17B
(1) Penundaan pembayaran TPP dilakukan dalam hal terdapat

adanya:
a. kewajibanyang be1umdipenuhi oleh PNSdan Calon PNSyang

menjadi tanggungjawabnya terkait Barang MilikDaerah;
b. kewajibanyang belum dipenuhi oleh PNSdan Calon PNSyang

menjadi tanggung jawabnya terkait Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi;
c. kewajibanyang belum dipenuhi oleh PNSdan Calon PNSyang

wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau

Laporan Harta KekayaanAparatur SipilNegara;dan/ atau
d. kewajibanyang belum dipenuhi oleh PNSdan Calon PNSyang

menjadi tanggungjawabnya melaporkan penerimaan dan/ atau

penolakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penundaan pembayaran TPPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sampai dengan PNSdan Calon PNSyang bersangkutan

memenuhi kewajibannya.

Pasal I

Diantara Pasal17A dan Pasal18 dalam Peraturan Bupati TapinNomor
02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
NegeriSipil (BeritaDaerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor02),
yang telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Tapin Nomor17Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 17);dan

b. Peraturan Bupati Tapin Nomor33 Tahun 2021 tentang Perubahan
KeduaAtas Peraturan Bupati Tapin Nomor02 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor33);
disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17Byang berbunyi sebagai
berikut:
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H KABUPATENTAPINTAHUN2021 NOMOR 37

pada tanggal september 202 or
SEKRETARISD ERAH KABUPATENTAPIN,

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 27 5epteml:'-er 202'"

• BUPATITAPIN,~

~\M.~PAN
Diundangkan di Rantau

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.
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